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“Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi Shallallahualaihi wa sallam, beliau
bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan
menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah
atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual
manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang
yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan
pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.” (Shahiul Bukhary

No. 2227)
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ABSTRAK

Nama : Muhlisin

NIM : 105180190

Judul : Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota
Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Area Traffic
Control System (ATCS) di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. -Pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa ATCS memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan
berkendara. Di Kota Jambi ada sebanyak 23 persimpangan yang sudah terpasang
ATCS, sejak Desember 2018. Hingga saat ini jumlah tilang online mencapai 888
surat tilang, namun hanya 300 surat tilang yang telah diantar kepada pelanggar lalu
lintas. Penindakan surat tilang secara online tersebut masih terkendala salah satunya
masarakat yang masih apatis terhadap penindakan tilang tersebut. Respon
masyarakat terhadap ATCS sangat positif, yang menandakan masyarakat
mengharapkan  ketertiban berkendaraan. ATCS itu sendiri bertujuan untuk
menciptakan pengendara yang patuh akan rambu lalu lintas terutama pada jenis
pelanggaran lalu lintas yaitu marka jalan dan menerobos lampu merah.; Dalam
implementasinya ATCS, Dinas Perhubungan menghadapi beberapa kendala
sehingga ATCS belum begitu optimal penerapannya di Kota Jambi.

Kata Kunci: Implementasi, ATCS, Kota Jambi.
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Nama : Muhlisin

NIM : 105180190

Judul : Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota
Jambi
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This study aims to determine the Implementation of the Area Traffic Control

:Buopun-Buopun 1IBunpug oid

820 System (ATCS) Program in Jambi City. This study uses a qualitative method using
ﬂi = an empirical juridical approach. Data collection is done through observation,
25 interviews, and documentation. The research findings show that ATCS has a good
S effect on driving compliance. In Jambi City, there have been 23 intersections that

have ATCS installed, since December 2018. Until now, the number of online tickets
has reached 888 tickets, but only 300 tickets have been delivered to traffic violators.
Enforcement of speeding tickets online is still constrained, one of which is the
public who are still apathetic towards the enforcement of these fines. The
community's response to ATCS was very positive, indicating that the community
expects orderly driving. The ATCS itself aims to create drivers who comply with
traffic signs, especially for types of traffic violations, namely road markings and
running red lights.

Keywords: Implementation, ATCS, Jambi City.
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Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Area Traffic Control System
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(ATCS) di Kota Jambi ” merupakan salah satu kajian tentang pelaksanaan atau

penerapan program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Jambi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di era yang serba modern ini teknologi sudah sangat berkembang dengan
pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan lagi dalam
kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi atau kebaruan diciptakan untuk
memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga
memberikan banyak manfaat dan kemudahan, serta sebagai cara baru dalam
melakukan aktivitas manusia. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang
pemerintahan yang biasa disebut e-government mulai diterapkan oleh berbagai
negara untuk menunjang peran sebagai pelayan masyarakat. Optimalisasi sistem e-
government menjadi suatu yang krusial guna menghadirkan sistem pelayanan
publik yang lebih responsif di era industri digital.

Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-
inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir. Salah satu yang
menjadi perkembangan teknologi dewasa ini adalah dengan adanya alat-alat
transportasi yang menjadi alat mobilitas masyarakat. Transportasi adalah
perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan
menggunakan sebuah wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin. Alat
transportasi seperti motor, mobil, kereta, pesawat terbang dan lain-lain yang saat ini
menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan teknologi sudah sangat maju,
dimana kita bisa menuju ke sebuah daerah atau kota bahkan menuju negara lain
hanya dengan hitungan jam saja, dan juga bisa memindahkan barang-barang dengan
sangat mudah menggunakan alat-alat transportasi yang ada pada saat ini. Untuk itu
alat transportasi sangat dibutuhkan sebagai alat mobilitas masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa transportasi
merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan

perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh
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] O & bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan
;J 2Ca } ~  sektor.!

3 * & Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami tingkat kemacetan
; : 5 yang cukup parah. Hal demikian ditandai dengan berkembang pesatnya
> 3 & pertumbuhan kota, tingkat pergerakan manusia, serta ruang lingkup kehidupan yang

ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan, penghasilan, dan
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tenaga kerja. Sehingga menimbulkan peningkatan permintaan terhadap mode
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transportasi Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah
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kendaraan bermotor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2020
terdapat 136.237.452 kendaraan bermotor di Indonesia.?

Pada data tersebut menandakan bahwa volume kendaraan yang ada di
Indonesia sudah terbilang sangat banyak, tentu hal ini berkaitan dengan lalu lintas,
karena lalu lintas adalah sebagai ruang gerak kendaraan dan orang, untuk itu
permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang tidak bisa terhindarkan lagi
dari kehidupan masyarakat, hampir setiap daerah pasti memiliki masalah mengenai
lalu lintas mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas hingga pelanggaran lalu

lintas.
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Permasalahan utamanya didapatkan di persimpangan jalan. Peningkatan

Ul DAJOH
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jumlah kendaraan dan meningkatnya jumlah pejalan kaki tidak disertai dengan
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peningkatan insfratruktur maupun sumber daya yang memadai. Solusi yang

un

ditawarkan oleh pemerintah diantaranya membangun jalan baru dan membuat jalan

layang. Didukung juga dengan pengembangan faktor pendukung lain yang

uounsniAuad’
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berintegrasi infrastruktur maupun jalan raya yang ada. Namun masalah lalu lintas

INS NIN UiZI DAUD]
do

sangat rumit karena keterlibatan berbagai parameter, di antaranya; arus lalu lintas

bergantung pada waktu dimana jam sibuk lalu lintas umumnya terjadi pada pagi

IQUIDl DY

hari dan sore hari dan pada hari-hari kerja, sistem lampu lalu lintas yang ada bekerja

¥ uosynuad

dengan pengaturan waktu yang statis sehingga pengaturan lampu lalu lintas tidak

sesuai dengan kondisi real-time pada persimpangan. Indonesia sudah

! Abdul Kadir, Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, VVol.1 No 3
2 https://www.bps.go.id
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mengembangkan sistem control lalu lintas terpusat yang dinamakan Auto Traffic
Control System (ATCS).

Area Traffic Control System (ATCS) adalah sistem pengendalian lalu lintas
berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengatur
lampu lalu lintas di setiap persimpangan, atau sistem pengendalian lampu lain
(APILL) secara terpusat dimana seluruh unsur APILL dihubungkan dengan saluran
komunikasi antara controller di lapangan dengan komputer di pusat pengatur atau
Central Control System Room.

Kemudian lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009
didefenisikn sebagai gerak kendaran dan orang diruang lalu lintas jalan. Jika
didalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan potensi dan peranya
untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran ekonomi dan
pengembangan wilayah ditambah pula pola pikir masyarakat yang hanya takut
melanggar jika ada petugas, akan tetapi ketika tidak ada petugas maka pengendara
tidak merasa takut dan cenderung akan melakukan tindak pelanggaran lalu lintas.

Jalan raya merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk
menunjang seluruh aktivitas lalu lintas. Tetapi pada kenyataannya perkembangan
Kota Jambi belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan prasarana
transportasi yang mengakibatkan pergerakan arus lalu lintas yang kurang optimal.
Hal itu terbukti dengan sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada hari-hari
tertentu terutama pada jam-jam sibuk. Salah satu bagian dari jalan yang sangat
berkaitan dengan masalah tersebut adalah simpang jalan. Kepadatan lalu lintas di
Kota Jambi menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti kemacetan dan
kecelakaan lalu lintas.

Menurut Subarsono implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk
memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Menurut George Edwad Il
implementasi kebijakan ialah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu

kebijakan tersebut apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka
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tidak akan bisa tercapai.®
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Salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mengatasi

un(

kemacetan di Kota Jambi adalah dengan menerapkan pengaturan lalu lintas
menggunakan teknologi Area Traffic Control System (ATCS). Melalui ATCS,
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pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dapat memantau kepadatan arus lalu lintas di
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tiap-tiap persimpangan atau ruas-ruas jalan. Hal tersebut juga dapat mendukung

penerapan sistem tilang elektronik yang disebut e-Tilang. Adapun penerapan sanksi

NN
1010

yang diberikan oleh petugas Dishub bagi pengguna jalan yang melanggar lalu
lintas. Sanksi yang diberikan oleh petugas Dishub seperti turun dari kendaraan dan
melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum, bentuk teguran hingga shock
therapy. Hal ini juga yang dapat mendukung penerapan ATCS agar tidak terjadi
lagi pelanggaran lalu lintas.

ATCS memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan berkendara, di

Kota Jambi ada 23 persimpangan yang terpasang ATCS, sejak ATCS dan CCTV

tersebut di pasang pada Desember 2018 hingga saat ini jumlah tilang online

Ujl DA

mencapai 888 surat tilang, namun hanya 300 surat tilang yang telah di antar kepada

YOIL

pelanggar lalu lintas. Penindakan surat tilang secara online tersebut masih
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terkendala salah satunya masarakat yang masih apatis terhadap penindakan tilang

tersebut. Respon masyarakat terhadap ATCS sangat positif, ini menandakan

uounsniAuad’

masyarakat sangat rindu akan ketertiban berkendaraan.* ATCS bertujuan untuk

do
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menciptakan pengendara yang patuh akan rambu lalu lintas terutama pada jenis
pelanggaran lalu lintas yaitu marka jalan dan menerobos lampu merah, di dalam
implementasinya masih terdapat beberapa kendala sehingga tidak begitu optimal di

Kota Jambi.
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3 Agies Nina Pramestarivia, dan Iradhad Taqwa Sihidi, “Implementasi Area Traffic Control
System (ATCS) Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang” Journal of
Governance Innovation, Vol 4 No 2, Sep 2022, hal. 105

4 https://www.metrojambi.com/pemasangan-atcs-dan-cctv-di-jambi-urai-kemacetan
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= : at @ = Penataan siklus lampu lalu lintas menggunakan ATCS berdasarkan input
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SZ225 % < datalalu lintas yang diperoleh secara real time dan pemantau lalu lintas pada titik-

3C23G0 > _ _ _ _

2 2 » titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah

; S : berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang

3 o Q0

s < . mencakup keseluruhan wilayah tersebut.
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Q E 3 Penelitian yang dilakukan oleh Tesya Margaretta Silaban dan Siti Hazzah

& < = Nur.R. yang berjudul “Implementasi Program Area Traffic Control System (Atcs)
S Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan” berdasarkkan hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa hasil penelitian terkait implementasi program Area Traffic

UD D UDIDDDC

Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan sebagai

N
DID

bahwa implementasi kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS)
dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan belum maksimal karena masih
terdapat kendala-kendala dialami yaitu sumber daya finansial yang tidak memadai,
sumber daya fasilitas seperti rendahnya durasi daya baterai traffic light dan panel

box yang hilang akibat dicuri, lambatnya adaptasi dengan perkembangan teknologi,

11 SNy

kurangnya sosialisasi serta masih terdapat masyarakat yang tidak patuh dalam

berlalu lintas.®
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Lalu penelitian yang dilakukan oleh Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, dan

Nurul Ramadhanie yang berjudul “Implementasi Sistem Pengawasan Cctv Lalu
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Lintas Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)” didapati hasil

ap
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bahwa pelaksana teknis sistem pengawasan CCTV lalu lintas, Kepala Dishub

hingga operator CCTV bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dampak

UDUNSNA

pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat belum efektif. Melihat masih

doj
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banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terpantau oleh kamera CCTV menunjukkan

NS NIN Uizl oauDy

bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari masyarakat terhadap implementasi

kebijakan ini belum efektif, karena masyakat lebih takut terhadap petugas yang

IqQUIDl DY

menjaga langsung dijalan dibandingkan hanya dipantau tanpa ada sanksi yang

B uosnuad

diberikan langsung Selain itu untuk mengoptimalkan tertib lalu lintas, saat ini belum

ANID

5 Tesya Margaretta Silaban, dan Siti Hazzah Nur. R, “Implementasi Program Area Traffic
Control System (Atcs) Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan”, Journal of Science and
Social Research, Feb 2023, VI (1)
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pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Malang dapat meminimalisir

?;;

e aoB 3

: o ? ; % ada bentuk tindakan tegas untuk pelanggar dari Satlantas, karena belum ada kerja

j “j c; 7; sama antara Satlantas dengan Dishub Kota Tanjungpinang. Namun untuk mengatasi

; ] * & kemacetan, kepadatan, masih bisa diatasi dengan pemanfaatan CCTV ATCS.®

i i‘ ,43 Lalu penelitian yang dilakukan oleh Agies Nina Pramestarivia dan Iradhad

: r_: ; Taqwa Sihidi yang berjudul “Implementasi Area Traffic Control System (ATCS)

E _r“ —j' Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang” berdasarkan hasil
) ;C o penelitian menunjukkan bahwa engan adanya implementasi ATCS sebagai

pelanggaran lalu lintas dan kemacetan di area Kota Malang. Penerapan program ini
diharapkan kedepannya dapat memperlancar masyarakat dalam melakukan
perjalanan di Kota Malang. Implementasi Kebijakan program ATCS sebagai
pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Malang mendapatkan respon yang
positif dari para pengendara.’

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai pengimplementasian program ATCS untuk membahasnya
dalam sebuah karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang

berjudul “ Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota
Jambi.

B. Rumusan masalah

Yol DAJOS

1ADAD AN}

1. Bagaimana implementasi program ATCS di Kota Jambi ?
2. Apa kendala program ATCS di Kota Jambi ?

3. Bagaimana respon masyarakat terkait ATCS di Kota Jambi ?
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C. Tujuan dan kegunaan penelitian
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Adapun tujuan dari penelitian ini ialah

Ul

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi program ATCS di Kota Jambi.

quior oy
¥ uosnuad ’

b. Untuk mengetahui kendala program ATCS di Kota Jambi.

10

6 Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, dan Nurul Ramadhanie, “Implementasi Sistem
Pengawasan Cctv Lalu Lintas Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)”, Jurnal
El-Riyasah, Vol. 11 NO 1, 2020

7 Agies Nina Pramestarivia, dan Iradhad Taqwa Sihidi, “Implementasi Area Traffic Control
System (ATCS) Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang” Journal of
Governance Innovation, Vol 4 No 2, Sep 2022
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c. Untuk mengetahui respon masyarakat terkait ATCS di Kota Jambi.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Guna praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan
dan koreksi pemerintah kota untuk membuat kebijakan dalam optimal
program ATCS dinas perhubungan Kota Jambi

b. Guna akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah
referensi kepustkaan di Fakultas Syariah,Universitas Islam Negri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.

c. Guna teoritis, mengembangkan teori keilmuan khusunya ilmu pemerintah
yang berkaitan dengan pengoptimalkan ATCS (Area Traffic Control
System).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan
dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh
karna itu, maka sebelum meneliti sebuah penelitian, peneliti melakukan tinjauan
pustaka mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan
diteliti.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang
menyangkut tentang ATCS, yakni penelitian yang pertama ialah Anggi Kartika
Marpaung Fakultas lImu Sosial Dan Ilmu Politi Unversitas Muhammadiyah
Sumatra Utara yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control
System (ATCS) Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan®.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui
bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) Dalam
Pengawasa Lalu Lintas Di Kota Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: Tujuan diterapkannya sistem ATCS ini telah tercapai untuk mengurangi
pelanggaran lalu lintas. Hal ini sudah terbukti karena sebelum adanya penerapan
ATCS persentase tingkat penanganan pelanggaran lalu lintas hanya dapat diatasi
sebesar 30%, dan setelah adanya ATCS pelanggaran lalu lintas yang dapat

ditangani sebesar 50%.
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Keberhasilan penerapan ATCS ialah beberapa pelanggar yang tidak ingin
dikenakan sanksi sosial seperti ditegur melalui sitem microfon di lampu merah,
Data ini diambil dari sumber dishub kota jambi. Perencanaan dalam penerapan
sistem ATCS juga sudah dilaksanakan dengan matang yaitu melalui cara
manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan langsung oleh pemerintah Kota
Medan yang bekerjasama dengan beberapa pihak , salah satunya yaitu Dinas
Perhubungan Kota Medan. Sistem pengawasan dan pengendalian sistem ATCS
dilakukan diruangan CC-rooms yang dipantau langsung oleh pihak Dinas
Perhubungan Kota Medan. Super visi dalam pengawasan lalu lintas digunakan
untuk meningkatkan kinerja petugas dalam menangani permasalahan lalu lintas,
meningkatkan keefektifan pengawasan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas
situasi yang tertib berlalu lintas.

Penelitian kedua oleh Diki Fahrul mengenai “ Implementasi Area Traffic
Control System Dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas Di Kota Serang®.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Respon pengendara setelah
adanya ATCS di Kota Serang, para pengendara merespon positif dengan adanya
ATCS di Kota Serang, karena dengan adanya ATCS ini merupakan suatu bentuk
kemajuan tersendiri di Kota Serang.

Setelah adanya ATCS di Kota Serang para pengendara sedikit lebih patuh
dalam berkendara, karena merasa diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan
adanya peringatan dari pengeras suara, para pengendara juga menerima dan
mendukung kebijakan dari pemerintah ini. Namun dalam proses Implementasi
Area Traffic Control System (ATCS) dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas
di Kota Serang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten bisa
dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan belum
terpenuhinya beberapa variabel dari model implementasi kebijakan Donald Van
Metter dan Carl VVan Horn yaitu tujuan dari adanya ATCS di Kota Serang belum
sepenuhnya tercapai, hal ini karena masih banyaknya pelanggaran lalu lintas di
Kota Serang dan kesadaran masayarakat yang masih rendah.

Kemudian sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya

finansial dalam pengimplementasian ATCS di Kota Serang masih sangat kurang
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dari segi jumlah ataupun pendidikan yang belum memadai dan tidak adanya
tugas dan fungsi yang jelas di tingkat staff ATCS hal ini dikarenakan kekurangan
sumber daya manusia sehingga para staff ATCS harus merangkap tugas baik
sebagai operator ataupun teknisi di lapangan, serta tidak didukungnya dari
lingkungan ekonomi yang akhirnya dana yang diberikan untuk
pengimplementasian ATCS masih sangat kurang. Adapun faktor pendukungnya
yaitu adanya respek dari masyarakat Kota Serang terhadap pemerintah dalam
menjalankan kebijakan ATCS, kemudian adanya sikap menerima kebijakan

ATCS, dan ATCS dibuat untuk memenuhi kepentingan publik. Dan faktor

penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya baik sumberdaya manusia,

finansial, dan waktu serta kerusakan perangkat seperti rusaknya pengeras suara
untuk memperingati pelanggar dan tidak diterimanya sinyal oleh room control
yang disebabkan oleh cuaca buruk.

Penelitian yang ketiga oleh A.Zulfikar tentang “ Analisis Kinerja Dinas
Perhubungan dalam Pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kota
Makassar “

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh A.Zulfikar, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan ATCS telah dilakukan
selama ini belum optimal karena masih tingginya tingkat kemacetan yang ada di
kota Makassar. Terdapat 4 aspek yang diteliti dalam penelitian ini serta dengan
kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Input dalam hal jumlah pegawai saat ini sudah lebih dari cukup karena telah
mengisi tempat mereka masing-masing, tetapi walaupun jumlah pegawai
telah cukup, saat ini masih ada masalah yang perlu dibenahi dengan
melakukan pelatihanpelatihan kepada pegawai karena rata-rata dari mereka
belum tahu betul tentang kinerja pelaksanaan ATCS. Adapun dalam hal
infrakstruktur juga mempengaruhi kinerja pelaksanaanATCS dikarenakan
masih  banyak yang perlu ditambahakan dankurang meratanya
pemasangancctvdisetiap persimpanganjalan yang ada di kota makassar
sehingga mempengaruhi Kinerja pelaksanaan ATCS dalam mengawasi arus

lalu lintas di kota makassar.
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T ~ ; : = 2. Proses dalam hal prosedur pelaksanaan ATCS terdiri dari pengawasan dan

55970 c o . . ) .

@@ 3 0 = monitoring disetiap persimpangan jalan sehingga dalam pengawasan, dapat

] 4 mengamati tingkat kepadatan lalu lintas. Adapun mekanisme-mekanisme

;J\ dalam pelaksanaan ATCS itu terdiri dari pengawasan kondisi lalu lintas dan

o) memperhatikan apa masalah yang terjadi, selanjutnya melakukan pengecekan

dan apabila terjadi sebuah permasalahan dalam pengawasan lalu lintas yang
terlihat dari layar monitor secepatnya akan dilakukan koordinasi kepada
anggota-anggota yang ada dilapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas

agar kemacetan dapat dikurangi.

. Output dalam hal ini hasil yang telah dicapai saat ini masih tahap melakukan

pengawasan dan apabila terjadi masalah pada area persimpangan dapat
langsung dikordinasikan dan membantu petugas kepolisian untuk memantau
segala bentuk kejahatan yang ada dijalan dan pelanggaran-pelanggaran

kendaraan bermotor yang terjadi.

. Outcome dalam hal tingkat kualitas jasa yang dihasilkan dengan tercapainya

optimalisasi jaringan dalam hal kinerja pelaksanaan ATCS optimalisasi
jaringan belum berjalan sebagaimana fungsi ATCS, yaitu pengaturan waktu
sinyal di persimpangan secara Responsif masih belum berjalan dan
pemberiaan waktu untuk Kendaraan yang diprioritaskan seperti ambulans dan
pemadam Kebakaraan belum terlaksana. Dan saat ini ATCS kota Makassar
belum mempuyai situs yang berfungsi untuk melihat Langsung
persimpangan-persimpangan jalan yang mengalami Kepadataan kendaraan
melalui android. Dan dalam hal Mengurangi beban petugas ATCS saat ini
membantu Mengurangi beban petugas lapangan dalam hal mengawasi Secara

langsung kondisi lalu lintas dan pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

IQUUDI UIPPNJIDS DYDY UDUYINS JO ALISISAIUN DIWD(S| 8101
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu
penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.® Proses dan makna (perspektif
subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di
lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan
gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil
penelitian sementara penelitian kuantatif.Serta hubungan-hubunganya. Tujuan
penelitian kualitatif adalah pengembangan dan mengembangkan dan
menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan
dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam
penelitian kuantitatif karena hal ini.

2. Tempat dan waktu penelitian
Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota
Jambi.
3. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
Data yang diperoleh dipenelitian ini merupajkan data yang diperoleh dari
beberapa sumber yang bersangkutan.
1) Data primer
Data primer ialah data yang diambil langsung dari dinas yang terkait
tanpa peratara baik itu karyawan ataupun internet .° Data primer disini adalah
suatu data yang diperoleh oleh penulis dari observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya sebagai berikut :

No | Informan Jumlah data Keterangan

1 | Kepala Dinas Perhubungan 1

8 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi revisi). (Jambi : Syariah Press,2011),

him 47

9 Sayuti Una, Pendoman Penulisan Skripsi (Edisirevisi).(Jambi : Syariah Press, 2011 ),

HIm 178.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta

¥ T
-1 e} 12
£ ~
83 O
g —t
. Q
N -z 5
0 = 2 | Operator ATCS 1
QT —
3¢ = 3 | Masyarakat umum 5
. C 4
25 W Jumlah 7
Q —
a G -
33353 =] b) Data sekunder
o >V = p.
§9368 ‘—: -y Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau
d®Sae IS . - . .
7593 > melalui perantara.’® Dalam hal ini penulis memperoleh data-data dari internet
$L.x0® O
o N >~ c - . - . . . .
¢ 2 berupa skripsi, jurnal, laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-

undangan yang memiliki hubungan terhadap subjek dan dokumen yang
berkaitan dengan penelitian.

a. Sumber data

NDID UDD UDIDDD
2 NOIOUUO LD ULILDOUC

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.
Sumber data dapat diperoleh tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang
didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data penelitian ini diperoleh
dari: Artikel, buku, jurnal, dokumen dan sumber data yang berkaitan dengan

penelitian.

Q
Q

- 3
. D
(] -
a A
3 3 W 4. Teknik pengumpulan data
] < Q .
2 <2 T Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberpa metode.
~ =8 i .
Q 33 2 Metode tersebut diantaranya:
g 59 9 :
o I3 S a. Interview (wawancara)
35S @3 O .
8§ 23 — Wawancara adalah tatap muka antara dua orang yang saling
8 S =) = berhubungan atau dengan kata lain penulis dengan sumber yang terkait dan
g 8§89 ® . o .
- Fa A melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan peelitian yang dilakukan
; ~ } ‘O oleh penulis. Ada beberapa sumber yang bisa dimintai penjelasan yang ada
2 59 P di Dinas Perhubungan Kota Jambi.
3 g = 1. Kepala dinas perhubugan
- Q Q

S - 2. Operator ATCS

S, —

- = 3. Masyarakat umum

& a b. Observsi

S %

[} Q

o - 10 Sayuti Una, Pendoman Penulisan Skripsi (Edisirevisi).(Jambi : Syariah Press, 2011 ),

> O him3

2

2 -

- | -

a Q

|
'S
“

|
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T
O
2
0O,
=
" -3 5
= : m ? A % Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dengan cara
=B ~j 2 C mengandalkan penelitian secara teliti serta pencatatat sitematis.'* Observasi
QF gQ = -
SsSso < . : :
f’ TVI5F v dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek
t - ~*~’ S 5 penelitian, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di Dinas
28850 Q .
QT89S Perhubungan Kota Jambi.
2200 Q .
Q2388 3 c. Dokumentasi
a® O . . .
G 2s T Pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan alat instrument yang
Q Q =
Q QA . .
a3 ® 2 = memandu untuk mengambil data- data dokumen dokumen yang tertulis
Q0 =QQ
>0 3> 2 . . . . . .
a=2@8 tentang berbagai kejadian yang sudah terjadi. ?Dokumentasi dapat berupa
S33>% : : .
oo e catatan atau berkas-berkas penting yang berkaitan dengan penelitian yang
023¢ . . . .
< - dilakukan seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
: seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
L observasi dan wawancara.*?
5 Z= J 5. Teknik analisis data
z *j h: Analisis data ialah data yang ada akan dimanfaatkan sedemikian rupa
= ® 3 . . . . .
ge2a sehingga diperoleh kebenaran yang akan dipakai untuk menjawab
Og2 0 e .
3 %359 o pertanyaan-pertanyaan ada dalam penelitian ini. Ada 3 jenis data :
¢ 85 Q a. Reduksi Data
c o= D
= . Q . .. .. ..
o 32 o Reduksi data adalah sajian analisi suatu bentuk analisi mempertegas,
O 9¢a Q . .
8 7 3 3 memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan
; ' ‘ ’1 mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan.
g g¢ =) b. Sajian Data
& 08 D .. .. .
5 23 —B Sajian data adalah gabungan organisasi informal yang memungkinkan
§ 3 3 < kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data,
F ﬁ ) e penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu
37 L; i analisi ataupu perlkuak lain yang berlaar belakang pengertian tersebut.
= 3 > . .
= Q 3 c. Penarik Kesimpulan
3 =
A Q
) ;( 1mam Gunawan, Metode Penelitian KualitatifTeori Dan Praktek, (Jakarta : Bumi Aksara,
= ., 2013),HIm14
= 0O 12.Gulo, metode penelitian, (Jakarta :PT gramedia.2007 ), him 123
S = 13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
> ~  Alfabeta,2020), him 314
< Q.
=
8 3
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Ketika semua data terkumpul, penulis kualitatif mulai mencari arti
benda, mencatat aturan, pola-pola, penjelasan, kofigurasi- kofigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi yang sesuai

. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan gambaran

yang jelas mengenai ii penulisan, maka penulis susun sebagai berikut .

Bab 1 : pendahuluan :yang berisi tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan
tinjaun pustaka .

Bab Il : metode penelitian : di bab ini dibahas tentang pendektan
penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data .

Bab 11l : gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Jambi

Bab IV : pembahasan, dalam sub ini berisi mengenai Implementasi Program
ATCS (Area Traffic Control System ) Oleh Dinas Perhubungan Kota

Jambi

BabVV : penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil

penelitian serta saran -saran .
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=3 A. Kebijakan Publik

Menurut Friedrich kebijakan merupakan sebagai suatu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

unr pYINS NIN AW &

§ 3} DAUDCUaAWaW DUDIDIQ Z

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari

(= L

'al

|

peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dinginkan.'* Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas

yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

1D UDP UDIDDD Qe
"_’ .
]

kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb);
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam
usaha mencapai sasaran.
Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu
tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu :
a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang
terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang

berkepentingan, menciptakan intensif atas prilaku pihak yang

uaq WDjOP Ul SIN} DAIDN U

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama.

b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal

DaD YN}
1

1a

yang bersifat tunggal maupun terisolir, artinya bahwa kebijkan

ur

ua

merupakan suat hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan

(pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa

UDUNSNA

yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses

odD|

ASO JAQUUNS UD}INQAUBW DR UDNWN L

)

kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan

INS NIN UiZIl DAUD}

gile

berdiri sendiri bagi masyarakat.®

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai

IQUIDI DY

12 uosynuad

O

hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias

diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk

AN
1010

14 Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur, Analisis Kebijakan Publik, (Makassar: Badan
Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019), hal. 7

15 Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah dan Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik:
konsep pelaksanaan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 84
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a 16
0,

A = -

*T : ; O = kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh
a®®g80o -

3ed 3o Z keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone mendefinisikan
3 )

3 5 @ kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan
5 S = : ,

g -3 3 lingkungannya”.

o c . .. . N .

= : o) Kebijkan publik juga dapat diartikan sebagai :

1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapai tujuan dari pada

(= LW

'al

tindakan yang dilaksankan secara kebetulan.

2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang
menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan bukan oleh keputusan diri sendiri.

3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang
dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang.

4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan
sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.®

Menurut Bridgeman dan Davis menerangkan bahwa kebijakan publik
setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan

(objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara

-
Q

-
Q
Q
=

3y =2
Q

T )
)
Q
-

.

hukum(authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

3
.

1) Kebijakan publik sebagai tujuan

o

[e]ele]e]

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik.

Jf

Jall DD UDywn

Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah

NQaA

yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan

uounsniuad’

oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
2) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

YiNg NIN Uizl auoy
!

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena

{ISD JBaQUUNS UDM!

dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem

IqQUID DY
3y uosynuad ‘uoiodo)

10 D

pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negri untuk
bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti

menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah

AN
1010
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16 Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah dan Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik:
konsep pelaksanaan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 85
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insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakn

juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak melakukan

@ (e
Ev =
£ -
“58 % 17
Ed ~
e
. Q
o8 3
Qvv0 =X untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran
a®2®23cC ~
3e& 2 Z guna mengimplementasikan program tertentu.
- = =%
e 93 © 3) Kebijakan publik sebagai hipotesis
f S a = Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai
53885 & sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada
2586 5 . . . .
& L3 = asumsi- asumsi mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung
> L @)
~ o C —
Q =
Q
Q
g

sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan

UDP UDIDDD S YD/
~ 1 -~ ~ - S

mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi
kegagalan yang mungkin terjadi.
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai
berikut :
1) Tahap penyusunan agenda
2) Tahap formulasi kebijakan
3) Tahap adopsi kebijakan

4) Tahap implementasi kebijakan

jueaq wojop

5) Tahap evaluasi kebijakan

)aD

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan

10AD 3N

3
Q
Q
3
O

merupakan bagian dari komuditas politik yang berkaitan dengan kepentingan

UNcC

publik. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam

jIounsnAuad 'yoiu

merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaaan kebijakan publik

didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan.

INS NIN UiZIl DAUD}
i

pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh

y

2SO JaQUUNS UDNINQDA

individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh

kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah

IQUIDl D

¥ upsynuad ‘'upioC

munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan
kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (intended) atau
juga hasil yang tidak diharapkan (spillover negative effect). Maka dapat
disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak.

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari tiga unsur utama yaitu :
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1) Spesifikasi rincian program vyaitu spesifikasi rincian program
berhubungan dengan dimana dan bagaimana lembaga melaksanakan
program dan seperti apa program atau hukum ditafsirkan.

2) Alokasi sumber daya yaitu berhubungan dengan pembiayaan, personil
dan organisasi yaang melaksanakan serta bertanggung jawab atas
keterlaksanaan program.

3) Keputusan yaitu berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan.
Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila memberikan pengrauh

positif kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan mampu mengarahkan
masyarakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan keingginan pemerintah.
Maka pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan
kebijakan melalui perancangan program dan strukturisasi proses pelaksanaan.
Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan,
program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka
mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.
Implementasi Kebijakan

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan,
melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan
dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan
publik (public policy).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle juga
menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan
sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap
serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran.’

Selain itu terdapat pendapat-pendapat lain dari para ahli. Berikut
pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya

subarsono®® :

17 Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantiri dan Marlien T. Lapian, Implementasi

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2, 2021, hal. 3

18 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hal 290
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1. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan

sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu
pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari
tujuan yang diinginkan.

Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pressman dan  Wildavsky menjelaskan  implementasi  adalah
(implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete)
membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi.
Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat untuk
melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap
sesuatu).

Wahab  menjelaskan  implementasi  adalah  tindakan-tindakan
yangdilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat- kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah
ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih
khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan 20 dalam
bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya
implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan
pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga
menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah

ataupun swasta.
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Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang
undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja
bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari
kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi
merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu
proses, suatu keluaran (output) dan juga suatu dampak (outcame). Misalnya
implementasi dikonsepkan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang
diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan.®
Hal ini menunjukan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari
variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam
memecahkan masalah atau persoalan.

Menurut George C. Edward Ill dalam Subarsono menyatakan bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan
dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di
bawahnya. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk
menyampaikan perintah- perintah dan arahan-arahan (informasi) dan
sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan
wewenang dan tanggung jawab untuk melaksakan kebijakan tersebut.
Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.
2. Sumberdaya

Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana
yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya merupakan
salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena
bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada
dukungan sumberdaya yang memadai maka Kkebijakan akan

mengalami kebijakan kesulitan dalam mengimplementasikanya.

19 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2012), hal 23



Ja

Jelieliia iry
]
101010 °|

™M IO
OUQJOH

J]as JDAUDUaaWaw

DINMN e
DIDDDC

AOIIDLIND
DI0DUDpPpU

IUD2UBW DAuDy 1Ul SINE DAIDY L

juaq wojop |

Tolo '

a0 dD 3N

Sl DD UoDywn

ol
AU

QuIDf DYINS NIN UiZI DAUD)

C

IQUUD[ UIPP NS DYDY] UDYJINS JO ALISISAIUN DILUDS| 1015

21

Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana

yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang

atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk

menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. disposisi (sikap)

Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap

™~
-

JWDr BYINS NIN Al D1dID Y0H @

atau disposisi aparat pelaksana. Ada tiga hal yang terdapat didalam
disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam
implementasi yaitu:

a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap
kebijakan

b. Arah respon dari para pelaksana terhadap palaksana
implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan).

c. Intensitas dari respon

4. Stuktur birokrasi
Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah,
bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan. Birokrasi
merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.

a. Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang sering
disebut sebagai Standart Operating Procedures (SOP).

b. Adapun pengaruh struktur organisasi bagi implementasi SOP
adalah menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat
dalam organisasi.?

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn keberhasilan proses
implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

20 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2012), hal 90
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yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi jika
kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja

kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu
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diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena
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tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang
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menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan
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kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. saat sumber

daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur

D HND LDINDO 0 C
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dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi

as Non

penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan.
C. Program Area Traffic Control System (ACTS)

Program Area Traffic Control System (ATCS) merupakan suatu program

YAJD Ynun|
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pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang

I

bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan

koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan. Program Area
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Traffic Control System (ATCS) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

3N

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor SK.2343/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi

Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic

Jall DD UDywWwn

Control System).?
Area Traffic Control System (ATCS) atau dalam bahasa Indonesia diartikan
Sistem Kendali Lalu Lintas merupakan salah satu dari upaya manajemen rekayasa

INS NIN Uizl DAuUD}

lalu lintas yaitu pengendalian lalu lintas pada persimpangan yang bertujuan untuk

:|SD JaQUUNS UDNINQDA

mengatasi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. ATCS ini merupakan suatu

IqUIDI DY

sistem yang mengatur persimpangan jalan dan bisa memperingati melewati CCTV

21 Tesya Margaretta Silaban, dan Siti Hazzah Nur. R, Implementasi Program Area Traffic
Control System (Atcs) Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan, Journal of Science and
Social Research, Feb 2023, VI (1), hal 182
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bersuara kepada pengendara yang terlihat melanggar marka jalan dan rambu lalu
lintas.

ATCS adalah suatu sistem yang digunakan untuk memonitoring lalu lintas
dengan menggunakan CCTV. Selain itu, ATCS juga berfungsi sebagai pengatur
pemberian waktu pada lampu lalu lintas. Akan tetapi, belum ada sistem terintegrasi
antara kondisi lalu lintas real-time dengan pengaturan waktu di ATCS.

Penataan siklus lampu lalu lintas menggunakan ATCS berdasarkan input
data lalu lintas yang diperoleh secara real time dan pemantau lalu lintas pada titik-
titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah
berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang
mencakup keseluruhan wilayah tersebut

Dengan adanya penerapan ATCS atau lampu lalu lintas terkoordinasi maka
akan terjadi efisiensi pergerakan dan akan meningkatkan kapasitas simpang untuk
melayani lalu lintas, waktu perjalanan yang lebih pendek, penurunan tingkat resiko
kecelakaan bagi pengendara dan kesempatan juga keselamatan yang lebih tinggi
bagi pejalan kaki/penyeberang jalan serta kenyamanan pengguna jalan yang lebih
baik. ATCS sangat baik diterapkan pada persimpangan yang mempunyai banyak
titik konflik pergerakan lalulintas dan volume lalu lintas yang cukup tinggi.?

Area Control Traffic System atau yang dikenal dengan ATCS adalah suatu
sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan, wilayah,
area, daerah. ATCS dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. ATCS yang tidak responsif Menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL) yang dioperasikan secara fixed setting berdasarkan data survey
tanpa ada sinkronisasi terhadap laju trafik aktual pada simpang.

b. ATCS yang semi responsif Menggunakan detector kendaraan pada APILL
dan melakukan sinkronisasi berdarkan trafik aktual pada simpang yang
bersangkutan saja, tetapi tidak ada pengelolaan lalu lintas secara

menyeluruh dan terkoordinasi di seluruh wilayah (region).

22 Fauziah Ramadhana Naway, dan Fitri Suryani, Perencanaan Area Traffic Control System
(ATCS) Untuk Optimasi Kinerja Persimpangan Pada Jalan H.M Joyo Martono Kota Bekasi, Jurnal
IKRAITH-TEKNOLOGI, Vol 7 No 1 Maret 2023, hal 57



: 23 % 24
£l ~

" = .

U0 QU =. . S .

90 = c. ATCS vyang fully responsif Memiliki pusat pengendalian APILL
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2 3] Z berhubungan dengan komputer dan dilengkapi dengan alat pencatat
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@ s © pergerakkan arus lalu lintas berupa detektor sehngga program pengaturan

2 i“ #) nyala lampu besarnya dapat berubah-ubah.?

* 2 5 ATCS mempunyai sistem operasi menggunakan server, work station, yang

~ 2 = berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu

; ‘ ;C lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area, wall map, yang berfungsi

g 2 menyediakan informasi status dan kondisi dari local controller, Local controller

8 (pengontrol persimpangan), Video surveilance (CCTV), vehicle detector. Cara

kerja ATCS berdasarkan distribusi kepadatan, sistem ini mengontrol lampu lalu

N
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lintas otomatis dengan menggunakan kamera berbasis micro controller yang

c NO

e

bekerja menggunakan lampu lalu lintas secara default control, yaitu searah dengan

arah jarum jam. Jika PC terkoneksi dengan micro controller, maka micro controller
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mengirimkan informasi jalur mana yang lampu hijaunya akan menyala. Apabila
tidak ada koneksi antara PC dan Mikro kontroler, maka penyalaan lampu hijau
adalah 6 detik. Pada umumnya arah perpindahan lampu lalu lintas dapat diatur

sesuai dengan arah jarum jam (clock wise) atau berlawanan arah jarum jam (counter
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clock wise). Lampu lalu lintas bekerja secara bergantian pada tiap jalur sesuai
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dengan waktu yang telah ditentukan dengan urutan menyala lampu hijau, kuning

slele
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dan merah.
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Sedangkan ATCS berfungsi untuk mengatur waktu sinyal di persimpangan
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secara responsif dan terkoordinasi, dalam kondisi tertentu memberikan waktu hijau

up

pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti ambulance, tamu kenegaraan, dan
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lain-lain, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan,

up

menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan dan kejadian lainnya di

persimpangan. ATCS bermanfaat bagi lancarnya lalu lintas, adapun manfaat ATCS
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yakni optimalnya kinerja jaringan jalan, terwujudnya sistem lalu lintas dan
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23 Anggi Kartika Marpaung, Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS)
dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan. Jurnal limiah Mahasiswa llmu Sosial dan Politik
(JIMSIPOL), 2(1). Hal. 26
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angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan, berkurangnya

jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.

Adapun cara kerja ATCS, yaitu :

Dimulai dengan merekam aktifitas simpang dengan menggunakan kamera
pemantau jenis PTZ kamera. PTZ adalah singkatan dari Pan Tilt Zoom. Pan
kemampuan kamera untuk dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Tilt 13
kemampuan kamera dapat bergerak ke atas dan kebawah. Zoom
kemampuan kamera untuk memperbesar gambar hingga beberapa kali lipat.
Menggunakan kabel fiber optik, hasil rekaman tersebut dilanjutkan ke Node
Controller ATCS. Node controller ATCS merupakan kumpulan beberapa
perangkat komunikasi data ATCS yang saling terhubung. Pada node
controller tersebut hasil rekaman diolah menjadi data untuk dilanjutkan ke
room server untuk mengolah pergerakan kamera dilapangan.

Pada room server ini terdapat banyak perangkat yang tersimpan dalam rak
kabinet U19. Salah satu perangkat yang memegang peranan penting adalah
proxy streaming&NVR Server. Proxy streaming&NVR server digunakan
sebagai media penyimpanan rekaman yang ditangkap dari kamera dan
digunakan sebagai proxy streaming server streaming yang mana proxy
server mampu meneruskan permintaan dari client ke kamera yang terpasang
dalam satu jaringan lokal (LAN).

Hasil rekaman dapat dilihat pada workstation (CCTV Client) yang terdiri
dari aplikasi CCTV client yang berfungsi memantau, mengontrol, memindai
gambar dan fungsi public announcer pada suatu lokasi yang terpasang
kamera dan speaker yang terkoneksi didalam jaringan lokal (Local Area
Network).

Pengaturan waktu siklus ditentukan pada workstation (traffic client) yang
berisikan aplikasi traffic client yang digunakan untuk mengatur data
persimpangan dan mengendalikan simpang yang terkoneksi didalam

jaringan lokal (Local Area Network).

24 Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Optimisasi Kinerja Area Traffic Control System (ATCS)

di Kota Balikpapan, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 21, No.2, Des 2019, hal 158
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f. Setelah melewati beberapa tahap, pergerakan dari beberapa simpang yang
sudah terkoneksi di dalam jaringan lokal (Local Area Network) dapat dilihat
pada suatu wall display yang terdiri dari beberapa monitor (multi-
monitor).?

Fungsi dari ATCS ini adalah :

a. Dapat mengatur waktu sinyal di persimpangan sehingga penggunaan
jalan mendapatkan tundaan minimum.

b. Memberikan prioritas lampu hijau di persimpangan.

c. Dalam keadaan tertentu, memberikan lampu hijau pada kendaraan
yang memiliki prioritas seperti ambulan pemadam kebakaran dan
lainnya.

d. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan.

e. Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan

kejadian yang lainnya di persimpangan.

25 Anggi Kartika Marpaung, Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System
(ATCS) dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan. Jurnal limiah Mahasiswa IImu Sosial dan
Politik (JIMSIPOL), 2(1). Hal. 26
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan grafis
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari
10 daerah kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis
pemerintah Kota Jambi di bentuk dengan ketetapan gubernur Sumatera
N0.103/1946 sebagai Daerah Otonom kota Besar di Sumatera, kemudian di
perkuat dengan Undang-Undang No0.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah
Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknya Provinsi Jambi tanggal 6 januari 1948, maka sejak
itu pula Kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi, dengan demikian Kota
Jambi sebagai Daerah Tingkat Il pernah menjadi bagian dari tiga provinsi yakni
Provinsi Sumatera, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Jambi sekarang.
Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan
kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah.
Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi
desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi
publik. Dalam pelaksanaan pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan prinsip good governance antara lain mengedepankan
prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responbilitas dalam

mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. PER/18/M.P AN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian dan
pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi No.14 tahun 2016 tentang
Pembentukkan dan susunan Perangkat Daerah, pada awal tahun 2017
penggabungan dari kantor pengelola parkir menjadi kantor dinas perhubungan

kota jambi, dan menjadi bidang pengelola parkir dinas perhubungan kota jambi

27
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Jin. Lingkar selatan kenali asam bawah terminal truck pall X
2) UPTD angkutan barang
Jin. Lingkar selatan pall X

N - I
9oeoX
QP®Q 0 dalam pembentukan unit pelaksana teknis terdiri darin UPT terminal barang,
o385 0T
a@e :) ; UPT terminal penumpang serta UPT pengujian kendaraan bermotor.
S >@c¢ 2. Sekretariat
223 ¢ Alamat kantor dan UPTD dinas perhubungan kota jambi
3282 g
8S8e 3 1) Kantor
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3) UPTD angkutan penumpang
JIn. Sersan zuraida kec. Pasar jambi
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4) UPTD pengujian kendaraan bermotor

jrus

Jin. Lingkar selatan talang gulo kec. Kota baru

,
JO

5) Jumlah pegawai
PNS : 125 orang
TKK : 179 orang
Honorer : 2 orang
TKS : 4 orang
B. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi

1 || DA
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1. Visi Dinas Perhubungan kota jambi

UNADAD ¥NJUBY WODJOP Ul SNy

Menjadi sistem transportasi yang handal dan terjangkau dalam masyarakat

insnAuad

2. Misi Dinas Perhubungan kota jambi

< U

a. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui peningkatan kualitas

uo

doj

JISO Jaquuns Jl):q.".L]n'_‘v."‘-J-'.).U DD UDFWNIUDDUE

dan kuantitas sumber daya

JO(

b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan sarana dan

prasarana transportasi yang beroriontasi terbentuknya ramah lingkungan

IQUIDT DYINS NIN UIZI DAUD]

. Menciptakan faktor penunjang mobilitas masyrakat melalui penongkatan
pelayanan transportasi dalam mencapai pusat pusat kegiatan dan
pelayanan peerkotaan secara aman dan nyaman

d. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan

jasa dan prasarana transportasi secara terpadu, tertib, lancar dan efesie.

w NyoNns uonolull NDo Yy uosynuad ‘uo

U

D|OSD

IQUIDI UIPPNJIDS DYDYL UDYYNS JO ALISISAIUN DIWD(S| 84015
(@]

Y



I

NIOONAVE YHYHL NYHITS

DAJDY Yrun|as NDID UDP UDIDDD QS J DAUDCUaAWSaW DUDID|C 7

IQUIDI DYINS NIN UIZI DAUD) unapao 3Njuaq wojop Ul SNy

uodynBuad "q

| uodinbuad

&)

uDA unBuyuaday uoyiIBnisw YO Py

Yins NIn olo

DAJ0Y unsinuad ‘uoiyisuad ‘Ut

QWD D

.

ipuad uoBuluaday ynjun DAUD

J

InsnAuad 'yoiwjl
2SO JaqUINS UDYINGaAUSW DP UDWNUD3UaW oduoy Ul 9N} O

ysynuad ‘uniodo] Uou

.

DY UK

N
e,

ons uonofuly ND

D|DSOW N

e

,
Q
Q
g
«Q
3
@
p— |
Q
go)
O
Q
Q
Q
=)
Q
Q
Q
Q
@
2

)

:Buopun-Buopun 1IBunpulg oJdID YOH

IquUID PYINS NIN AW 141D 3DH ©

IQUIDT UIPPNIDS DYDY UDYYNS JO ALISISAIUN DILUD(S| 8101

29

e. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam rangka
mememenuhi kebutuhan penyedian dana pembangunan prasarana
transportasi darat dan sungai

Moto

Mendengar (menerima keluhan dan saran dari masyarakat )

Melihat (turun kelapangan/ crosceck)

Berbuat (action cepat tanggap)

Maklumat

Kami berupayah dengan sunguh- sungguh untuk

1. Memberikan pelayanan prima dan mengutamakan kepuasan sebagai
prioritas kami

2. Memberikan pelayanan secarah ramah, bertanggung jawab, mudah dan

[3

transparan sesuai denagn visi kami “ menjadikan sistem transportasi
yang handal dan terjangkau oleh masyarakat “
3. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar perlayana yang telahb

ditetapkann .

C. Tugas dan fungsi

1.

3.

4.

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penelaahan dan evaluasi

dokumen teknis pembangunan infrastruktur transportasi.
Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perhubungan.
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
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a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
dinas.
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan
di bidang Perhubungan.
d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan sistem Perhubungan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.
E. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka
mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kkebijakan, serta pembinaan dan
pengembangan perencanaan program, keuangan dan aset serta administrasi
umum dan kepegaiwan lingkup dinas dan sekretat. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
sekretariat.
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang

Perhubungan.
c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas.

d. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di

bidang Perhubungan.
e. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat dinas.
f.  Pengelolaan kearsipan dinas.
g. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas.

h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor

dinas.
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9 =: i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
: ~
g c sekretariat.
- Z
; 2 J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
8 = tugasnya.
5 F. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasubbag Umum dan

™~
-

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan rencana strategis dan rencana kerja

serta anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kerumahtanggaan

dinas.
c. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kepegawaian dinas.
d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan dinas.

e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan

dan ketertiban dinas.

f. Pelaksanaan pengelolaan ruang rapat atau ruang pertemuan dinas.

Wl DAJD?

g. Pelaksanaan  penerimaan, penatausahaan, penyimpanan dan
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pendistribusikan prasarana dan sarana dinas.
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h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karir pegawai dinas.

uounsnAuad’

I. Penghimpunan, pengeolahan, penyajian dan pemeliharaan data,

informasi dan dokumen kepegawai.

odo|
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j. Pelaksanaan  perencanaan  kebutuhan,  penempatan,  mutasi,

pengembangan kompetensi pegawai.
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k. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan

pelaporan kinerja dan disiplin pegawai.
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I. Pelaksanaan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan
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pangkat, cuti dan pension pegawai.
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gocoeoOR = m. Penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Qv O x . .
883838 pegawai dalam dan dari jabatan.
2ssSo Z o g o
28%a5 v n. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas.
52205 = _ :
o] *Q 0. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelakasanaan tugas subbagian.
o =

93 p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
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tugasnya.

4) Kepala Subbagian Program, Keuangan Dan Aset

:Buopun-Buopt

Kasubbag Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu
sekretariat dalam rangka melaksanakan rencana dan program kesekretariatan,
menghimpun dan menyusun standar operasional prosedur (SOP), standar
pelayanan minimal (SPM), dan rencana kebutuhan barang milik daerah
(RKBMD) / rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD)

Ul STy

serta menatausaha administrasi keuangan dan mengelola aset dinas. Untuk

I

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasubbag program,
Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran

sekretariat.
b. Penghimpunan dan penyusunan SOP dan SPM dinas.
c. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD dinas.
d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.

e. Penghipunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan

doj

2SO JOQUINS UDNINGBAUSW DP UDJWNUDDdUaW od

JOL

dinas.
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f. Penerimaan, penelitian dan pengujian kelengkapan serta pemprosesan

surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara.

QU Of
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g. Pelaksanaan proses penebitan SPM.
h. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan dinas.

i. Pelaksanaan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat asset dinas.
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Pencatatan, pembukuab dan penyusunan akuntansi asset dinas.

nmne 7
10JONIQ 7

k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian.

™
(L

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
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tugasnya.
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5) Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi

JUUD|
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Kepala Bidang pengembangan Jaringan Transportasi mempunyai tugas

!

membantu dinas dalam rangka melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan
pelaksanaan kegiatan dinas, musyawarah perencanaan pembangunan dan
dokumen usulan pembangunan sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan Rencana Kerja (RENJA). Untuk

NDJD UD P UDIDDDQas JDAUDUaaWaW

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang

Pengembangan Jaringan Transpotasi menyelenggarakan fungsi :

Te) It SHN DA 1D
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a. Pengoordinasian, penyiapan rencana program kegiatan dan penyusunan
dokumen pengadaan, perencanaan usulan pembangunan sarana dan

prasarana transportasi dinas.

uDoOuUsw od

Uuaq wojop il sijni DA

b. Pengoordinasian, perumusan dan penyiapan rencana pemeliharaan dan

pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta pengembangan

1a0an 3Ny
YOIL

jaringan trasnportasi.

JoAUBW OP UDYWN

c. Pengoordinasian, perumusan dan penyiapan bahan penelitian dan

NI

evaluasi pengembangan trasnportasi.
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d. Pengoordinasian dan penyusunan laporan tahunan, laporan

odoj

INS NIN UiZI DAQUD}
2SO Jaquun

pelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggung

jawaban Pengoordinasian
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6) Kepala Seksi Pendataan Dan Informasi

10

Kasi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam
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I

ofuny

rangka menyiapkan, melaksanakan, mengolah data-data operasional di sektor

t
Al
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perhubungan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan serta
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mengolah Website dan/atau email dinas. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pendataan dan Informasi

menyelenggarakan fungsi :

a.

Penghimpunan, Pengolahan dan penyusunan Data Base sector
perhubungan.

Pengembangan sistem informasi dinas.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan profil dinas.

Penyiapan dan pengelolaan data dan informasi sector transportasi

melalui

Penyiapan, penyajian data informasi dan teknologi di sektor

perhubungan.

Pengelolaan dan pemeliaharaan operasional website
Penyusunan / penyiapan rencana dan penyampaian data dan informasi

sarana dan prasarana transportasi.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi
pendataan dan pendataan dan informasi.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

7) Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Jaringan

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas

membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi penyusunan

perencanaan, dokumen pembangunan dan pengembangan sistem transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Seksi Perencanaan

dan Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Penghimpunan dan penyiapan rencana program Kkegiatan dinas

perhubungan.

Penyiapan bahan penyusunan, penelitian dan penelaahan dokumen
perencanaan pembangunan serta usulan pembangunan sarana dan

prasarana transportasi.
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C g =2 c. Penyiapan rencana pemeliharaan dan pembanguanan sarana dan
Q O > .
g T  ~ prasarana transportasi
o c —
= o < .
2 5 d. Pelaksanan penyusunan bahan Rencana Strategis.
@ & A e. Pelaksanaan penyususnan bahan telaahan staf sebagai bshsn
E 2 5 pertimbangan pengambilan kebijakan.
3
O f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain.

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi

:Buopun-Buopt

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

8) Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Dan Monitoring
Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian mempunyai tugas
menyiapkan, menghimpun dan menyusun laporan evaluasi dan monitoring
kegiatan pembangunan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, LPPK dan RKT/RENJA. Untuk
melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud diatas, Seksi Evaluasi, Pelaporan

dan Pengendalian meyelenggarakan fungsi :

juaq wojop Ji SN DAJDS
J

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyususnan bahan

evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas.

\apao 3N

ur

AUBW DD UDFWNIUD DL

b. Penganalisaan, pengkajian dan evaluasi data hasil pelaksanaan program

kerja dinas.

c. Penganalisaan dan penyusunan bahan Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

{1SD JOQUINS UDYINGD

d. Penganalisaan dan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD.

IQUIDI DYINS NIN UIZI DAUD)
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e. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan LKPJ, RENJA dan RKT

10 L

Dinas Perhubungan.
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f. Penyiapan dan penyusunan bahan monitoring dan pelaporan program

1y

~[

~ M1

kerja Dinas serta program pembangunan secara periodik.
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Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam rangka
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pelaksanaan tugas.
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h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi

nBua
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nfB
N

evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian.

9) Kepala Bidang Perhubungan Darat Dan Perkeretaapian
Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas

™~
-

JWID PUYINS NI

!

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas perhubungan
darat dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi

§ ND}D UDP UDIDDD S } DAUDCUaaWaW DUDIDIJ

a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas angkutan darat dan

perkeretaapian.

c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas teknis keselamatan.

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan
transportasi darat dan perkeretaapian.

e. Pengoordinasian dan perumusan pengendalian dan pengawasan

Ul DAJO?

manajemen dan rekayasa lalu lintas.

"Yoiu

UNaoaoD jnjuaq wojop i sijini DAJDS

f. Perumusan dan pengkajian penetapan jaringan transportasi jalan dan

perkeretaapian.

uounsniAuad

g. Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan,

pelayanan dan pengendalian angkutan jalan.

HISD JaQUUNS UDYINGaAUSW DP UDJWNUDIUSW Ddupy Ul SNy DA

h. Peneyelenggaraan koordinasi dengan unit terkait.

IQUIDI DYINS NIN UIZI DAUD)

Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan transportasi darat dan perkeretaapian.

010 Ny upsynuad ‘uniodo)

j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

bidang.

ons uonofuly N
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Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

10) Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkuatan

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu

bidang dalam rangka mengumpulkan dan mengelola data kecelakaan,

menyelenggarakan operasional terminal penumpang dan angkutan jalan serta

menyiapkan bahan kebijakan penetapan jaringan transportasi jalan dan

perkeretaapian, rekomendasi perizinan serta pelayanan penyelenggaraan lalu

lintas angkutan jalan dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagimana

dimaksud diatas, Seksi Lalu Lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi lalu lintas

dan angkutan.

Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang lau

lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan

orang tidak dalam trayek.

Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan
terpadu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran

/ penyalahgunaan perizinan dan non perizinan angkutan orang.

Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan

antar kota dalam provinsi jambi kelas ekonomi.

Penyiapan, penyusunan rencana program penyelenggaraan operasional

terminal tipe B.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi

lalu lintas dan angkutan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
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11) Kepala Seksi Prasarana

Kepala seksi Prasarana mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka

melaksanakan pemantauan, Penyusunan analisis unjuk kerja operasional

prasarana dan pengawasan teknis prasarana lalu lintas jalan dan perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud diatas, Seksi Prasarana

meneyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan penyususnan bahan rencana program pemantauan dan

analisis kerja operasional prasarana jalan dan perkeretaapian.

Penyususnan bahan rencana program usulan peningkatan kapasitas

jalan, terminal dan kebutuhan lalu lintas.

Perumusan bahan rencana program kebijakan pembangunan,
pemeliharaan dan peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,

manajemen dan rekayasa lalu lintas, terminal serta perkeretaapian.

Penyiapan perumusan bahan rencana program perbaikan lokasi potensi

kecelakan dan kemacetan lalu lintas di jalan provinsi.

Penyiapan, penyususnan dan evaluasi bahan kebijakan pelaksanaan
penyelenggaraan audit keselamatan jalan, inspeksi lalu lintas angkutan

jalan (LLAJ) serta analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin).
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

12) Kepala Seksi Tehnik Sarana Dan Keselamatan

Kepala Seksi Tehnik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu

bidang dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasoi dan analisis unjuk kerja

sarana dan pengawasan teknis sarana serta keselamatan lalu lintas jalan dan

perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi

Tehnik Sarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan

tehnik sarana dan keselamatan.
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b. Penyiapan penyusunan bahan rencana program peningkatan sarana lalu
lintas angkutan jalan dan perkeretaapian.

c. Penyiapan perumusan bahan rencana program pengawasan teknis
sarana dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi

dan perkeretaapian.

d. Penyelenggaraan dan pengendalian kawasan daerah rawan kecelakaan

(DRK) pada jalan provinsi.

e. Perumusan dan penyusunan bahan-bahan pembinaan kebijakan standar
teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala, industry

karoseri.

f. Penyiapan dan perumusan bahan rencana program evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan penyesuaian

dimensi serta spesifikasi teknis kendaraan bermotor.

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi

tehnik sarana dan keselamatan.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

13) Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau Dan Penyeberangan Dan
Udara

Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan dan

Udara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan

koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut, sungai danau dan

penyeberangan dan udara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan dan Udara
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jasa perhubungan laut,

sungai danau dan penyeberangan dan udara.
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. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas keselamatan pelayaran dan

angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dan pemberian
bimbingan terhadap penyelenggaraan angkutan laut, sungai danau dan

penyeberangan dan udara.

. Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi di bidang perhubungan laut,

sungai danau dan penyeberanagan dan udara.

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
penyelenggaraan angkutan laut, sungai danau dan penyeberangan dan

udara.

Penyiapan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan.

. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang.

. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

14) Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan

Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas

membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan dan perumusan bahan

pembinaan dan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sungai danau

dan penyeberangan.

Penyiapan bahan rekomendasi angkutan sungai danau dan

penyeberangan.

Penyelenggaraan dan penyiapan bahan bimbingan angkutan sungai

danau dan penyeberangan.
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15) Kepala Seksi Perhubungan Laut
Kepala Seksi Perhubungan laut mempunyai tugas membantu bidang dalam
rangka melaksanakan membantu bidang dalam rangka penyiapan dan

ul Sy

52832
=059 perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa perhubungan laut. Untuk
G50
32392 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perhubungan Laut
e r:; .
:; - : menyelenggarakan fungsi:
oz 2 f a. Penyiapan bahan perumusan kebijakn teknis
: 3; T) penyelenggaraanperhubungan laut.
a 32 73
g 9 8 Q b. Penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan perhubungan laut.
g o3 >,
: S * O c. Penyiapan bahan bimbingan penyelenggaraan perhubungan laut.
", S - = d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
§ 89 Q) .
- Ba A kegiatan perhubungan laut.
Z B3 <
¢ o 8 O e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan
; 3 3 & kegiatan perhubungan laut.
o) 8 5 f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi
] — perhubungan laut.
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16) Kepala Seksi Perhubungan Udara
Kepala Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas membantu bidang
dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis
bahan pembinaan dan pelayanan jasa perhubungan udara. Untuk menjalankan
tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perhubungan Udara
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan

perhubungan udara.
b. Penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan perhubungan udara.
c. Penyiapan bahan bimbingan penyelenggaraan perhubungan udara.

d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
perhubungan udara.

e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan perhubungan udara.
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A. Implementasi Program ATCS Di Kota Jambi
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Menurut George Edward Il implementasi kebijakan ialah proses yang

Jwnr
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krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan tersebut apabila tidak

'al

!

dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka implementasinya tidak akan

terwujud begitu juga sebaliknya apabila dalam proses implementasi

UD P UDIDDDAS }DAU

kebijakannya dilakukan dengan baik namum pada saat rumusan kebijakan tidak

dipikirkan dengan matang maka samasaja tujuan kebijakan tersebut tidak akan

NN
e

bisa tercapai.

a5 N

Solusi masalah sosial muncul dari berbagai model implementasi kebijakan

yang berlangsung di dalam organisasi pada berbagai tingkatan. Gambaran

YAJDY Yrun|

program pelayanan publik seperti program ATCS dalam penerapannya ATCS
merupakan sistem pengaturan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang
bertujuan  untuk  mengoptimalkan  Kkinerja  jaringan jalan  dengan

mengkoordinasikan pengaturan lalu lintas lalu lintas di setiap persimpangan.

Uaq wojop il SN «

Dimensi standar dan sasaran penerapan kebijakan program Area Traffic
Control System (ATCS) di Kota Jambi yaitu terciptanya optimasi kinerja

DAD YN}

jaringan jalan, mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat dan berwawasan lingkungan, dan mengurangi jumlah dan beban petugas
pengatur lalu lintas dipersimpangan. Adapun agar sasaran dan standar kebijakan
program ATCS dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Jambi dapat tercapai

maka melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan Kota Medan,

Satlantas dan Polres Kota Jambi.

\,
HISD JAQUUNS UD¥INQaAUSW DD UDNWN

Tujuan dari adanya ATCS di Kota Jambi ini untuk menjadikan masyarakat
lebih tertib dalam berlalu lintas dengan cara memberikan himbauan mengenai
lalu lintas dan peringatan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas,
kemudian untuk mengurai kemacetan dengan cara mengatur siklus lampu lalu
lintas dipersimpangan, kemudian untuk mengurangi tingkat kecelakaan, dan
kamera cctv yang terpasang bisa dijadikan sebagai alat bukti kepolisian untuk

44
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melakukan penyelidikan apabila terjadi tindak pidana di area yang terpantau
ATCS.

Berdasarkan keterangan kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh
Ridha mengatakan :

“Melalui penerapan ATCS, titik-titik lampu merah yang berada
dipersimpangan Kota Jambi dapat diatur langsung melalui ruangan city
operation center (COC). Jadi apabila terjadi kemacetan yang panjang
dapat diurai secara langsung dan apabila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan seperti laka lantas maka rekaman dari kamera ATCS bisa
dijadikan sebagai barang bukti.””8

Salah satu pegawai dishub bapak Erik Hamzah(25) yang memantau
langsung program ATCS menyebutkan bahwa: “program ini sangat membantu
Dishub untuk kejadian yang tidak diinginkan seperti laka lantas”.?’

Walaupun dalam pelaksanannya belum sepenuhnya dapat mencapai
tujuan yang ada, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengendara yang masih
melanggar lalu lintas dan tingkat kesadaran lalu lintas masyarakat yang masih
kurang.

Tabel 1.1

Titik ATCS Kota Jambi?®

No Titik Atcs Kota Jambi

Simpang Jelutung

Simpang Bata

Simpang Suka Rejo

Simpang Pasir Putih

Simpang Mayang

o g K W N

Simpang Mandiri

26 \Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari
2023

27 Wawancara petugas ATCS Dishub Kota Jambi Erik Hamzah pada tanggal 17 Januari
2023

28 Dokumen ATCS Jambi Dinas Perhubungan Kota Jambi
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8. | Simpang Makalam

9. | Simpang Pulai

10. | Simpang Rindu

11. | Simpang Rimbo

12. | Simpang Museum Juang
13. | Simpang Adipura

14. | Simpang Tanjung Lumut
15. | Simpang Selamat Datang
16. | Simpang Masjid Nurdin
17. | Simpang Pall X

18. | Simpang Pall VI

19. | Simpang Kawat

20. | Simpang Gado Gado

21. | Simpang Sijenjang

22. | Simpang Tanjung

23. | Simpang Honda(Sinsen)
24. | Simpang 3 Mendalo

25. | Simpang 4 Aurduri

26. | Simpang BI

Jumlah = 26 Simpang

46

Tabel 1.1 merupakan titik penempatan ATCS yang berada di Kota Jambi.

Total ATCS di Kota Jambi sebanyak 26 sedangkan kamera yang terpasang 33

kamera. Program ATCS diterapkan di Kota Jambi ,mulai dari 2022 tahun lalu

mereka meletakan titik titik cctv dibeberapa simpang yang perlu diperhatikan,

khususnya yakni simpang pal 10 karna simpang tersebut titik keluar masuknya

pengendara dari luar kota maupun pengendara yang ingin keluar kota tidak

jarang pula ATCS merekam kejadian laka lantas dan pelanggaran yang

dilakukan oleh pengendara serta dalam keadaan tertentu memberikan waktu
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hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti damkar, ambulance dan lai-
lain.

Pemerintah Kota Jambi berupaya membangun kesadaran masyarakat
untuk tertib berlalu lintas di jalan. Salah satunya dengan memanfaatkan kamera
dan voice announcer pada simpang simpang Yyang telah terpasang area traffic
control system (ATCS). Pengendara yang melanggar akan terlihat di kamera dan
akan diingatkan langsung melalui voice announcer ATCS.

Dinas Perhubungan Kota jambi, ATCS voice sudah dimanfaatkan sejak
awal pandemi Covid-19 untuk imbauan penerapan protokol kesehatan.
Termasuk menggunakan teknologi running text yang telah terpasang di beberapa
simpang jalan.

Dinas Perhubungan Kota Jambi sudah berkoordinasi dengan Pemda Jambi
Terutama untuk bisa mengelola ATCS di titik lain yang selama ini pengadaan
oleh Pemda Jambi agar terintegrasi seperti di simpang simpang yang ada dikota
jambi Selain itu dimungkinkan dengan sistem tilang elektronik atau electronic
traffic law enforcement (ETLE) kepolisian.

Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha
menambahkan:

“Dari hasil pemantauan kamera ATCS selama ini pengendara kebanyakan
melanggar garis marka di simpang. Petugas Dinas Perhubungan Kota
Jambi akan mengingatkan pengendara yang melanggar itu melalui ATCS
voice agar tertib marka dengan menyebutkan nomor polisi kendaraan
pelanggar”?®

Lalu Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha juga
menambahkan:

“Harapannya saat ini dari penerapan ATCS dan CCTYV yaitu sistem tilang
elektronik atau e-tilang dapat berjalan dengan maksimal sehingga
masyarakat akan lebih tertib dalam berkendara.”*°

29 Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari

2023

30 Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari

2023
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O 3,: Untuk menganalisis implementasi program Area Traffic Control System
Q ~ ] ) ) ) ) _
g c (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Jambi terdapat beberapa dimensi
Q =
3 5) serta indikator dalam implementasi seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi
? : atau Sikap, dan Struktur Birokrasi.
" ? 1. Komunikasi

o

Komunikasi dinilai menjadi indikator yang sangat penting karena
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komunikasi berkitan dengan cara penyampaian ide, gagasan, peraturan dan lain-

lain. Komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti oleh pelaksana kebijakan.
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Pihak yang terlibat dalam pengimplementasian ATCS di Kota Jambi ini adalah
Polres Kota Jambi, komunikasi yang dibangun antara pihak Dishub Kota Jambi

N
e

dan Polres Kota Jambi yaitu saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan

as NoD

baik, misalnya ketika terjadi tindak pidana yang terekam cctv dari ATCS maka

JOY Ynun|

bisa dijadikan sebagai alat bukti kepolisian, kemudian juga sebagai upaya

preventif dari kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu Dinas Perhubungan Kota Jambi juga sudah berkoordinasi

dengan Pemda Jambi Terutama untuk bisa mengelola ATCS di titik lain yang

juaq wojop i sijni DA

selama ini pengadaan oleh Pemda Jambi agar terintegrasi seperti di simpang

simpang yang ada di Kota Jambi, selain itu dimungkinkan dengan sistem tilang
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elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) kepolisian. Dinas
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Perhubungan Kota jambi sudah memanfaatkan ATCS voice sejak awal pandemi

Covid-19 untuk imbauan penerapan protokol kesehatan. Termasuk
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;
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menggunakan teknologi running text yang telah terpasang di beberapa simpang

jalan
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Berdasarkan wawancara pada kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi
Saleh Ridha mengatakan :

“Pihak Dishub tentunya sudah bekerjasama dengan pihak Polres Kota
Jambi mengenai pengaturan lalu lintas yang berada di Kota Jambi dan
juga mengenai masalah apabila terjadi laka lantas atau tindakan kriminal
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Dishub Kota Jambi, Pemda Kota Jambi dan Polres Kota Jambi yaitu saling

™ — 3 3 . . e .
gTegR = lainnya tentunya rekaman dari CCTV ATCS itu bisa dijadikan sebagai
8da8 Q = bukti penyelidikan” 3!

38838 & _ _ L

= "o Z Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa
@ , 5 W I L I . .

3 ¢ < Komunikasi antar organisasi yaitu komunikasi yang dibangun antara pihak

berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
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Sumber Daya

Sumber daya Manusia sebagai pelaksana implementasi kebijakan ,
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dimana sumber daya manusia tersebut memiliki umlah yang cukup dan memiliki

kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia dalam

N
oLo

1as ND

pengimplementasian ATCS ini masih sangat kurang, jumlah yang ada hanya satu
orang staff operasional yang tentunya jumlah ini tidak seimbang dengan jumlah
keseluruhan ATCS yang terpasang, dengan keterbatasan sumber daya manusia
yang ada maka staff ATCS harus merangkap tugas sebagai sisadmin atau

operator.

Berdasarkan wawancara pada petugas operator ATCS bapak Erik Hamzah
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menyatakan :

ao yn
1

“Dalam pengoperasian program ATCS masih kurangnya staf yang dapat
mengoperasikan ATCS, selain itu jumlah staf ATCS dan kamera ATCS juga
tidak seimbang sehingga saat terjadi permasalahan atau kerusakan pada
ATCS perbaikan yang dilakukan memakan waktu yang agak lama.”3?
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3. Disposisi

Dalam pengimplementasian ATCS Dinas Perhubungan Kota Jambi sesuai
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Standar Operasional Prosedur (SOP), yang bertanggung jawab mulai dari
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Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi kemudian Kepala Bidang Lalu Lintas

Dinas Perhubungan Kota Jambi, selanjutnya staf pada ATCS. Para operator

IquIDf DY
y uosynuad

ATCS sudah memahami bagaimana cara mengoperasikan ATCS dan tujuan

31 Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari
2023

32 Wawancara petugas ATCS Dishub Kota Jambi Erik Hamzah pada tanggal 17 Januari
2023
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:; dari adanya ATCS itu sendiri. Intensitas tanggapan dari para pelaksana dalam
A hal ini staff ATCS cukup tinggi, meskipun kekurangan sumber daya manusia
i akan tetapi staff telah memaksimalkan dengan cara merangkap tugas baik itu
: sebagai operator ataupun sebagai teknisi di lapangan, dan para staff juga bekerja
a :

O dengan baik.

9; 4. Struktur Birokrasi

O

Struktur birokrasi memegang peran yang sangat penting dalam
implementasi  kebijakan, berdasarkan struktur birokrasi pada Dinas
Perhubungan Kota Jambi dikepalai oleh Kepala Dinas yang berwewenang
memberikan komando secara langsung kepada sekretaris dinas, Kepala Bidang
dan staf lainnya.

Regulasi merupakan suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga,
peraturan ini terdiri dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga itu
sendiri. Sistem regulasi yang teratur biasanya berpacu dalam meningkatkan dan
pengawasan kinerja yang ada dalam lembaga secara terus menerus dengan
berbagai kebijakan sebagai landasannya.

B. Kendala Program ATCS Di Kota Jambi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan merupakan suatu upaya hukum untuk mengatur masyarakat dalam
berkendara agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Lalu lintas
berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Di dalam undang-undang ini juga
mengatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagian dari sistem
transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Undang-undang ini diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu
lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, dan lancar. Transportasi
jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan

dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien,
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s
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, = mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok
9 A : :
g wilayah®® daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan pembangunan
Q —
3 i nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat®*
i ;5 Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas,
; tetapi tidak benar-benar menghilangkan permasalahan lalu lintas seperti

D

kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu
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permasalahan yang kompleks yang dapat menyebabkan kemacetan, kecelakaan,
hingga pelanggaran lalu lintas. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran lalu lintas, mulai dari melanggar ramburambu lalu lintas, marka
jalan, hingga tidak lengkapnya surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi.
Dan ditambah pula pola pikir masyarakat yang hanya takut melanggar jika ada
petugas, akan tetapi ketika tidak ada petugas maka pengendara tidak merasa
takut dan cenderung akan melakukan tindak pelanggaran lalu lintas.

ATCS merupakan salah satu bentuk managemen rekayasa lalu lintas di
persimpangan jalan hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 93 ayat (1) dan (2) mengenai

UooO

pelaksanaan managemen rekayasa lalu lintas, yang berbunyi:

Uaq wojop Jl SN DAJO L

1. “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk

ao N}
1

mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas

oW DR uDFWN

1ao

dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan

ur

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan: a. Penetapan prioritas angkutan massal melalui

penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus; b. Pemberian prioritas

INS NIN Uizl oauoy
SO JaquUNs uDyiNgaAu

keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki; Pemberian kemudahan bagi

penyandang cacat; c. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu

IqUIDI DY

Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas; d.

Pemaduan berbagai moda angkutan; e. Pengendalian Lalu Lintas pada

33 Implementasi Area Traffic Control System Dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas Di
Kota Serang
34 Kansil, 1955:15. dalam Sadono, 2016: 67)
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persimpangan; f. Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau

Perlindungan terhadap lingkungan”. %

Di kota jambi terdapat 26 ATCS tentunya 26 ATCS tersebut tidak dapat
memaksimalkan penerapan ATCS di Kota Jambi di karnakan ATCS tidak
terpasang disetiap persimpangan traffic light yang ada di Kota Jambi, hal ini
di sebabkan dana yang masih kurang untuk menerapkan ATCS di setiap

persimpangan.

Sebagaimana wawancara terhadap petugas operator ATCS bapak Erik

Hamzah (25) mengatakan bahwa:

“Kendala yang sering terjadi di ATCS Kota Jambi saat ini sering mengalami
sinyal buruk dan mati lampu di daerah ATCS sehingga kamera tidak bisa
merekam aktivitas kendaran di persimpangan jalan, demikian pula dengan
jaringan yang buruk maka kamera berbasis mikro kontroller tidak bisa
tersambung dengan komputer ATCS.”3®

Lalu petugas operator ATCS bapak Erik Hamzah juga menambahkan :

“Kendala lain dalam pengoperasian program ATCS juga pada kurangnya
staf yang dapat mengoprasikan ATCS, selain itu jumlah staf ATCS dan
kamera ATCS juga tidak seimbang sehingga saat terjadi permasalahan atau
kerusakan pada ATCS perbaikan yang dilakukan memakan waktu yang
agak lama.”

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib
berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi,
membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau
yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Peraturan tersebut menjadi dasar
penegak hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran,
menurut Soedjono Soekamto, dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain faktor manusia, sarana jalan, kendaraan, dan keadaan alam. Faktor

AOID NI
1010 AL

35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal

36 Wawancara Petugas operator ATCS Dishub Kota Jambi Erik Hamzah pada tanggal 17

Januari 2023
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manusia menjadi salah satu faktor dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.
Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dalam berkendara dan

kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan
penghapusan tilang manual. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk
meningkatkan profesionalitas kepolisian. Penghapusan tilang manual yang
dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi Electronic Traffic
Law Enforcement (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara
petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir
terjadinya pungli. Aturan penindakan pelanggaran di jalan dengan alat
elektronik ini diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang
menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas
dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan eleketronik, dan hasilnya dapat
digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam Pasal 23 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan
atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
laporan, atau rekaman peralatan elektronik. Kemudian adapun kendala
penerapan tilang elektronik di masyarakat yaitu pemberian surat tilang kepada
masyarakat yang di tilang secara elektronik serta masyarakat masih banyak

yang belum memahami mengenai sistem tilang elektronik ini.

Sebagaimana wawancara kepala dinas perhubungan Saleh Ridha
menyatakan :

“Saat ini pihak dishub bersama polres Kota Jambi masih mengalami
kesulitan dalam pemberian surat tilang elektronik pada masyarakat dan

masih ada masyarakat yang belum memahami sistem tilang elektronik
ss 9937
ini.

2023

37 Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 15 Maret
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C. Respon Masyarakat Terkait ATCS Di Kota Jambi
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Untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui perilaku,
persepsi, sikap dan partisipasi
Perilaku Masyarakat

Perilaku adalah suatu tindakan atau tanggapan terhadap sesuatu yang
terjadi pada diri manusia, dan kondisi sosial atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai
dengan Soekanto yang mendefinisikan perilaku adalah jawaban atau tanggapan
seseorang terhadap suatu keadaan. Setelah adanya ATCS di Kota Jambi
beberapa pengendara sedikit lebih patuh dalam berkendara, karena merasa
diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan adanya peringatan dari pengeras
suara. Namun masih banyak pengendara yang juga masih saja melanggar lalu
lintas seperti melanggar zebra cross. Hal ini dikarenakan pengeras suara yang
tidak setiap saat berbunyi di setiap persimpangan yang terpasang ATCS dan
suara peringatan tidak secara langsung atau live tetapi hanya berupa rekaman
saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto, apabila perilaku masyarakat
dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, maka perilaku masyarakat dapat
disebut sebagai suatu tanggapan atau reaksi masyarakat berupa tindakan
langsung atau tindakan tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu masyarakat atau pengendara yang ada dikota jambi beberapa ada
yang pro kontra terhadap program ATCS ini beberapa mereka ada yang merasa
keberatan karna beberapa hal yakni pelanggar yang tidak menggunakan
kendaraan pribadi karna sistem tilang melalui kendaraan masyarakat yang juga
masih sering meminjamkan kendaraan kekeluarga ataupun kerabat lain yang tak
jarang mereka melakukan pelanggaran yang direkam oleh atcs

Hal tersebut terlihat dari wawancara terhadap masyarakat pak Rudi
Hartono yang menyatakan bahwa:

“Yang kami takutkan ketika kendaraan di pakai oleh kerabat dan mereka
melanggar, akan tetapi petugas tidak tahu menahu siapa yang melanggar
bahkan mereka mendatangi rumah pemilik kendaraan dan menilang
pemilik kendraan 38
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Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh beberapa pendapat
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masyarakat yakni Putra (38) mengatakan :

“Kami maunya penilangan sesuai dengan pelanggar bukan pemilik
kendaraan seperti halnya yang terjadi dan yang dilakukan oleh polisi
selama ini, karna jika tidak mungkin kami tidak memijamkan kendaraan

kepada kerabat yang membutuhkan” %
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2. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap

rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan
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sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri

n
1010

individu. Para pengendara sudah mengetahui dan memahami apa itu sistem

as ND

ATCS atau lebih dikenal dengan CCTV bersuara dan para pengendara juga
mengetahui adanya ATCS di Kota Jambi yang terpasang dibeberapa

AJDY ynun

r
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persimpangan yang ada di Kota Jambi. Namun hanya sedikit mengurangi
pelanggar lalu lintas di persimpangan, dan tidak terlalu berpengaruh yang
signifikan terhadap perilaku pengendara, hal ini dikarenakan sistem ATCS yang

dirasa belum baik, seperti yang terjadi adalah suara peringatan disemua

uaq wojop
)
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persimpangan yang terpasang ATCS ini masih berupa rekaman atau tidak

Ul OAJO

secara langsung memperingati pelanggar dan hanya berupa himbauan.

LOIiL

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwasnya sistem pelanggaran yang
dilakukan dengan cara merekam plat nomor kendaraan dan menindak lanjutkan

dengan mendatangkan pelanggar/pemilik kendaraan kekediaman mereka tidak

doj uounsnAuad’
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sangat efesien., akan teteapi pro yang ada menyetujui atau mendukung

pemerintah untuk melakukan program atcs tersebut karna mereka bisa

YiNS NIN Uizl oauny
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mnerekam kejadian dipersimpangan jalan yang kadang merekam kejadian yang
tidak diinginkan tanpa sengaja .
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Berdasarkan wawancara bersama masyarakat bapak Sunardi
menyatakan bahwa :
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“Saya sebagai masarakat tentunya sangat mendukung dengan adanya
ATCS ini namun yang jadi kendala masyarakat ini tentunya tidak semua
masyarakat memahami cara kerja ATCS dan ada juga masyarakat ini tidak
mengetahui bahwah mereka terkena tilang elektronik.”*°

Kemudian wawancara bersama masyarakat bapak Tarmizi menyatakan

bahwa :

“Saya sebagai masyarakat Kota Jambi merasakan sendiri manfaat
dariadanya ATCS ini, mulai dari penggunaan lalulintas menjadi tertib dari
sebelumnya dan pengurain kemacetan menjadi lebih mudah dengan ATCS,
sampai dengan kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakana atau
kemalingin bisa direkam disetiap persimpangan.”*

Pemerintah Kota Jambi berupaya membangun kesadaran masyarakat
untuk tertib berlalu lintas di jalan. Salah satunya dengan memanfaatkan kamera
dan voice announcer pada simpang simpang Yyang telah terpasang area traffic
control system (ATCS). Pengendara yang melanggar akan terlihat di kamera

dan akan diingatkan langsung melalui voice announcer ATCS.
Sikap Masyarakat

Berdasarkan pendapat Brata, sikap merupakan kumpulan perasaan,
keyakinan dan kecenderungan perilaku yang secara relatif berlangsung lama
yang ditujukan pada orang, ide, objek, dan kelompok tertentu. Sikap masyarakat
merupakan ungkapan perasaan masyarakat tentang suatu objek dan
menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai atribut dan
manfaat dari objek tersebut.

Masyarakat menerima adanya kebijakan ATCS di Kota Jambi karena
dengan adanya ATCS telah membuat kemajuan untuk Kota Jambi. Beberapa
pengendara juga telah mematuhi lalu lintas di persimpangan yang dipasang
ATCS, walaupun masih banyak pengendara yang masih melanggar,
dikarenakan ATCS yang masih kurang baik di Kota Jambi, terlihat pada

40 Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 9 Mei 2023
41 Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 9 Mei 2023
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pengeras suara yang terdengar kecil, dan jarang ada himbauan atau peringatan

bagi pengendara yang melanggar lalu lintas.

Sebagaimana wawancara dengan masyarakat yaitu dengan Eliyati

mengatakan:

“Saya sebagai masyarakat awam tentunya sangat mendukung adanya
program ATCS, saya berharap dengan adanya program ini keadaan lalu
lintas dapat diatur dengan baik, dapat mengurangi tingklat kecelakaan lalu
lintas atau pelanggaran yang terjadi di jalan, dan semoga dengan adanya
program ini juga bisa membuat Kota Jambi berkembang lebih maju lagi.”*?

Masyarakat tentunya mempercayai pemerintah khususnya Dinas
Perhubungan Kota Jambi dalam pengelolaan ATCS, karena Dinas Perhubungan

sendiri memiliki tugas dan fungsi yang tepat dalam mengelola sistem ATCS.
Peran Serta Masyarakat

Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah
tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan setiap program pembangunan,
tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Keduanya harus
mampu menciptakan sinergi. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak
akan dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keterlibatan
masyarakat harus diutamakan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.
Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah tidak
boleh diabaikan. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk
ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma

hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Beberapa pengendara sangat mendukung adanya ATCS di Kota Jambi
dan telah memiliki peran penting dalam kesuksesan ATCS ini karena
pengendara merupakan orang atau masyarakat secara langsung menjadi sasaran

ATCS. Adapun bentuk bentuk partisipasi yang telah dilakukan masyarakat

42 Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 9 Mei 2023
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yaitu berupa kepatuhan dalam berkendara di lalu lintas. Walaupun hanya

sedikit yang patuh dalam lalu lintas.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
\@/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
\| vb‘ y 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjouan suatu masalah.
sunanmanasaruoon  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waijar UIN Sutha Jambi
e 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jambi
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A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
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Implementasi ATCS sebagai pelayanan publik di Dinas Perhubungan
Kota Jambi ini dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas dan
kemacetan di area Kota Jambi. Namun dalam proses
pengimplementasiannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini
dikarenakan tujuan dari adanya ATCS di Kota Jambi belum sepenuhnya
tercapai, hal ini karena masih banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota
Jambi dan kesadaran masayarakat yang masih rendah. Kemudian
sumber daya manusia dalam pengimplementasian masih sangat kurang
hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga para staff
ATCS harus merangkap tugas baik sebagai operator ataupun teknisi di
lapangan.

Penerapan program ATCS memiliki beberapa kendala yakni
pemasangan ATCS yang belum bisa menyeluruh di setiap persimpangan
lampu lalu lintas, serta jumlah operator ATCS yang terbatas sehingga
tidak dapat memaksimalkan penerapan program ATCS di Kota Jambi.
Dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi
peraturan lalu lintas.

Implementasi Kebijakan program ATCS sebagai pelayanan publik di
Dinas Perhubungan Kota Jambi mendapat respon positif oleh
masyarakat Kota Jambi. Karena dengan adanya ATCS merupakan
bentuk kemajuan tersendiri bagi Kota Jambi, dan setelah adanya ATCS
di Kota Jambi para pengendara sedikit lebih patuh dalam berkendara,

karena merasa diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan adanya

69
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peringatan dari pengeras suara, para pengendara juga menerima dan

mendukung kebijakan dari pemerintah ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan adalah

.

sebagai berikut:
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1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Jambi, diharapkan agar pihak dishub
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menempatkan sistem ATCS di seluruh persimpangan Kota Jambi,
sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir. Dan sebaiknya
pihak dishub maupun kepolisian bersosialisasi dengan matang dan
memusatkan program tersebut kebeberapa titik yang benar benar rawan
pelanggar lalu lintas agar masyarakat bisa menerima dan tidak ada lagi
perdebatan antara pengendara denga pihak dishub.

Bagi peneliti selanjutnya di harapkan untuk memperluas bahasan
mengenai penerapan Area Trafic Control System (ATCS) ataupun

sistem lain yang digunakan untuk memantau lalu lintas.
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Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor  :B-/Z6 /D.I1.1/PP.00.11/1/2023

Lampiran ;-

Jambi, 06 Januari 2023

Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi  mahasiswa
Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian
yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada
instansi/lembaga yang Bapak/[bu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama

NIM
Semester/Jurusan
Tahun Akademik
Judul Skripsi

Lokasi Penelitian
Waktu Penelitian

: Muhlisin

: 105180190

: IX/ Ilmu Pemerintahan

: 2022/2023

: Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di

Kota Jambi.

: Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi
: 06 Januari 2023 — 06 April 2023

Atas kerjasama yang balk dan izin yang diberikan kami ucapkan

terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wh

Tembusan :

Akademik Dan Ke]embagaan

A
L‘-‘.:*’ -f‘ ‘..‘ “. ’»“:/ - . %
li* % a4 == .
' \\ ‘%g@ﬁ’ii{'@,ﬁ.M].R.,Ph.D{
NN 817200901 1 009

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

3. Arsip
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tuls ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjouan suatu masalah.
snanmaasaruoon  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
e 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apaoun tanpaizin UIN Sutha Jambi
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Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara
Narasumber :Dinas Perhubungan Kota Jambi

Apa itu dishub?

Apa visi dan misi struktur prganisasi dan aturan kerja dishub?
Bagaimana pembagian kerja dishub kota jambi? (anggota, tugas anggota)
Apakah tugas dishub hanya mengatur mengenai kendaraan saja?

o &~ w0 D

Apakah ada permasalahan atau kendala yang terjadi pada dishub kota

jambi?

6. Apakah ada kendala (permasalahan) dalam pengaturan lalu lintas dikota
jambi?

7. Bagaimana penerapan atcs dikota jambi?

8. Apa kendala dalam penerapan atcs di kota jambi?
Narasumber dari masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang atcs kota jambi?

2. Bagaimana pengalaman bapak dengan adanya ATCS?

3. Bagaimana dampak yang anda rasakan terkait dengan adanya program
ATCS ini?

IQUIDT UIPPNJIDS DYDYL UDYYNS JO AJISISAIUN DILUDIS| S1D4S
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Gambar 2
Pemantauan ATCS

Gambar 1
Bapak Kabid

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

2 Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undar
1. Dilarang mengutip sebagian dan a au seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengut _rr:, nanya untuk kepentingan rm_,o_o_rn:, Um_,o_io-, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjouan suatu masalah.
MANU M tAruoom D Tm_.:r.ﬁ,c  tidak m erugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
P 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau \_r‘i, vo:.é tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
\@/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
\ r.4 y 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tuls ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah.
UNVERSTAS SUAN NEGBRY

SURTHAN THANA SAIRUOOM b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
P 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



68

Gambar 6
Pemantauan ATCS

Gambar 5
Operator ATCS
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

\0/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
\l ’.4 y 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah.
sununmamasarvoon  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

L 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
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Gambar 7
Pengaturan lampu

Gambar 8
Pegawai DISHUB

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

\@/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
\| 4 y 1. Dilagrang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
A a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjouan suatu masalah.
UNVERSTAS SUN NEGERY

sunmananasaroox  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waijar UIN Sutha Jambi
L 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
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Gambar 9
Masyarakat

Gambar 10
Masyarakat

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

\0/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
XY

A

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah
sunanmaasaruoow  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

e 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tuls ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
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Gambar 11
Masyarakat

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah.
sunanmanasaroox | D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
P 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian da

yatau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jambi
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Gambar 12
Masyarakat

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

\@/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
XY

& Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

, a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjouan suatu masalah.
sunanmaasaruoow  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

P 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
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Gambar 13
Masyarakat

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

\0/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Y vb‘ y 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah.
sununmansarioon  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

L 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun taneaizin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah.
sunanmanasaroox - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
P 2. Dilarana memperbanvak sebaaaian dan atau seluruh karva tulis ini dalam bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jambi




